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PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN AT AS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR

7 TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAERAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka adanya kepastian hukum pelaksanaan
pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah
maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun
2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu
dilakukan penyesuaian;

b
. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf

a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi
Tenggara tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi
Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tenggara.

1
. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi
Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2
, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);



3
. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5
. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6
. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

7
. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140

, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

8
. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

9
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2012 Nomor 10);
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11, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi
Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2012
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013
Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda
dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008
Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 12);

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008
Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun
2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2013 Nomor 13);

17. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2013
tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 27
Tahun 2013 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
2013 Nomor 27).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ; PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 7

TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI

SULAWESI TENGGARA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara
Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 7)
diubah sebagai berikut;
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1
. Diantara angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dieisipkan 1 (satu)

Angka yakni Angka 3a yang berbunyi sebagai berikut :

3a. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah
Pegawai Negeri Sipil dan / atau caion Pegawai Negeri Sipl
Daerah pada lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara

2
. Ketentuan Pasal 3 huruf f diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 3

PNS yang menerima TPP yaitu:

a
. PNS aktif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

b
. PNS yang dipekerjakan/diperbantukan atas Permintaan

Pemerintah Daerah dan/atau PNS yang dipekerjakan/
diperbantukan di luar Pemerintah Daerah yang oleh Undang-
Undang Jaminan Kesejahteraannya menjadi kewajiban
Pemerintah Daerah;

c
. PNS pindahan yang telah diterbitkan Surat Keterangan

Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gajinya oleh Pejabat yang
berwenang dan telah diperhitungkan dalam APBD tahun berjalan;

d
. PNS yang sakit atau sedang menjalani cuti sakit yang dibuktikan

dangan Surat Keterangan Dokter, cuti bersalin sampai anak yang
ke-2 (kedua), cuti tahunan, cuti besar dan cuti karena alasan
penting.

e
. PNS yang sedang menjalani izin;

f
. PNS yang diangkat/ditunjuk menjadi Penjabat Bupati/Walikota

pada daerah otonom baru.

3
. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga pasal 11 berbunyi sebagai

berikut:

(1) TPP yang diterima oleh PNS, mengacu pada Peraturan Gubernur
Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran
2013 beserta perubahannya;

(2) Besaran TPP yang diterima PNS selama masa penilaian adalah
akumulasi disiplin dan Prestasi Kerja;

(3) Pembayaran TPP dilaksanakan setiap tanggal 10 bulan
berikutnya;

(4) Khusus Untuk TPP Bulan Juli 2013 dapat dibayarkan pada tanggal
1 Agustus 2013;



-5-

(5) TPP dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku efektif pada tanggal
1 April 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pÿngundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam fierita Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara. j
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Ditetapkan di Kei
pada tanggal lo 2013.

GUBERNURSU ENGGARA,

NUR ALAM

Diundangkan di Kendari,
pada tanggal - 2013.

SEKRETARIS DAERAH,

ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013 NOMOR :




